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ABSTRAK 

 

PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

BERDASARKAN KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022 PADA BADAN 

USAHA MILIK DESA BUMDesa AL-HIDAYAH DESA SENCALANG 

KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

OLEH : 

M. YUSFADILLAH PUTRA 

NIM. 11970312971 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan KEPMENDESA NO 

136 TAHUN 2022 pada laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah. Penelitian ini 

adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu melakukan pengamatan secara detail 

terhadap objek yang diteliti mengenai laporan keuangan dengan memusatkan pada 

rumusan masalah. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif yang 

bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Laporan Keuangan BUMDesa AL-Hidayah belum sesuai dengan 

KEPMENDEDA No 136 TAHUN 2022. BUMDesa Al-Hidayah untuk unit simpan 

pinjam dan unit perkebunan kelapa sawit tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan BUMDesa Al-Hidayah belum 

membuat laporan keuangan gabungan yang merupakan gabungan dari laporan 

keuangan semua unit. Dan perbedaan total aset dengan total utang dan modal yang 

dilaporkan pada laporan posisi keuangan unit simpan pinjam. Serta adanya kesalahan 

pencatatan yang dilakukan BUMDesa Al-Hidayah. Dengan demikian dihasilkan 

usulan berupa konstruksi laporan keuangan yang berlandaskan pada KEPMENDESA 

No 136 Tahun 2022. 

Kata Kunci : KEPMENDESA No 136 Tahun 2022, Laporan Keuangan, Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, 

membutuhkan peran akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. 

Kepentingan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pihak manajemen suatu entitas, 

tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (Accountability) kepada banyak 

pihak yang memerlukan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur 

aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya 

kepada para pengambil keputusan. (Bahri, 2016). Negara memiliki peranan penting 

dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Salah satu cara yang 

ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut dimulai dengan menggerakkan 

ekonomi masyarakat desa, karena desa merupakan unit terkecil dari negara yang 

terdekat dengan masyarakat dan secara riil menyentuh kebutuhan masyarakat untuk 

disejahterakan. 

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah 

Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa 

membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Menurut KEPMENDESA NO. 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan 

Laporan Keuangan BUMDesa dinyatakan bahwa BUMDesa adalah badan hukum yang 

didirikan oleh Desa atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan 

aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan 
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menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 

desa. 

Pada dasarnya tujuan pembentukan BUMDesa itu sendiri dimaksudkan untuk 

mendorong peningkatan pendapatan masyarakat baik yang berkembang menurut adat 

istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk 

dikelola masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pendirian BUMDesa diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh desa baik potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya 

manusia. Secara spesifik, pendirian BUMDesa adalah untuk menyerap tenaga kerja 

serta meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat 

yang berpendapatan rendah. 

Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada 

BUMDesa merupakan Lembaga ekonomi yang memiliki identitas, dan dasar hukum, 

oleh karena itu penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangannya juga harus 

berpedoman pada standar keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan 

memiliki kepercayaan dari semua pihak. Peraturan pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 

mewajibkan BUMDesa menyusun laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDesa 

setiap bulan dengan jujur dan transparan.  

Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BUMDesa 

harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh standar akuntansi yang digunakan. Dalam 

hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDesa harus mengacu pada pedoman 

umum yaitu Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
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Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 (KEPMENDESA NO 136 

TAHUN 2022). 

Menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 (KEPMENDESA NO 136 

TAHUN 2022) digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada 

BUMDesa dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, 

pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. 

Beberapa penyebab UMKM belum dapat menyusun dan mencatat laporan 

keuangannya dikarenakan kurangnya pemahaman pemilik mengenai pentingnya 

mencatat laporan keuangan, kedisiplinan, sumber daya manusia yang dimiliki tidak 

kompeten (Andriani, dkk 2014). 

Secara resmi, kabupaten Indragiri Hilir terbentuk pada tanggal 14 Juni 1965 

sesuai dengan tanggal ditandatanganinya UU No. 6 Tahun 1965. Untuk mewujudkan 

visi Indragiri Hilir untuk kejayaan Inhil yang semakin maju, bermarwah dan 

bermartabat, tentu saja pembangunan sangat gencar dilaksanakan, salah satunya adalah 

bidang ekonomi. Wujud nyata pembangunan bidang ekonomi salah satunya ditandai 

dengan banyaknya berdiri dan tumbuh berkembang Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) di setiap desa yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir. 

Salah satu BUMDesa di Kabupaten Indrigiri Hilir adalah BUMDesa Al-

Hidayah yang beralamat di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, yang resmi berdiri 

pada tanggal 20 Desember 2017. Pada awalnya pendiriannya BUMDesa Al-Hidayah 

bermodalkan nol rupiah. Walaupun demikian bukan berarti BUMDesa ini akan 

mandul, melainkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan 
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berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDesa Al-Hidayah serta 

meningkatnya aset yang dimiliki. Unit-unit yang dimiliki BUMDesa Al-Hidayah yaitu, 

kemandirian keuangan dengan bentuk usaha simpan pinjam syariah, perkebunan 

kelapa sawit, peternakan sapi, wifi hospot. Semua ini tidak lepas dari pada penggalian 

potensi diawal berdiri dalam menentukan unit operasional didasarkan pada sumber 

daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting dalam sumber daya Tuhan 

sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar 

pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh pengelola dalam pengelolaan BUMDesa 

Al-Hidayah. Siklus akuntansi yang dilakukan BUMDesa Al-Hidayah mulai dari 

mencatat kas masuk dan kas keluar lalu melakukan pencatatan neraca percobaan 

sampai membuat laporan keuangan. 

Masalah yang ditemukan dalam BUMDesa Al-Hidayah yang pertama, 

penyajian laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah unit simpan pinjam dan unit 

perkebunan kelapa sawit hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba 

rugi pada laporan keuangan sehingga tidak dapat memberikan informasi yang andal 

dan relevan. BUMDesa Al-Hidayah tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan BUMDesa Al-Hidayah belum 

membuat laporan keuangan gabungan yang merupakan gabungan dari laporan 

keuangan semua unit. Menurut KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 laporan keuangan 

yang lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Komponen laporan 

keuangan yang lengkap akan mampu memberikan informasi yang andal bagi 

pemakainya dalam menilai kondisi keuangan badan usaha atau perusahaan pada 
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periode tertentu. Oleh karena itu merupakan hal penting bagi badan usaha atau 

perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap agar tidak memberikan 

informasi keuangan yang menyesatkan dan kesalahan secara materi bagi pengguna 

laporan keuangan. 

Kedua, pada laporan posisi keuangan unit simpan pinjam total aset berbeda 

dengan total hutang dan modal. 

Tabel 1.1 

Laporan Posisi Keuangan 

BUMDesa Al-Hidayah Unit Simpan Pinjam 

Tahun 2022 

USAHA EKONOMI DESA (UED) 

1 AKTIVA     

11 Kas Rp 26.119.978 

12 Bank  Rp 0 

13 Piutang  Rp 466.384.600 

14 Cad. Penghapusan Piutang Rp 0 

15 Sewa dibayar dimuka Rp 0 

16 Amortisasi  Rp 0 

17 Inventaris  90.433.000 

18 Ak. Penyusutan Rp -9.609.160 

Jumlah AKTIVA Rp 573.328.418 

    

PASSIVA 

2 HUTANG     

21 Hutang Pihak Lain  Rp 0 

22 Hutang DUD/K Rp 598.193.783 

23 Hutang Bunga DUD/K Rp 0 

24 Titipan Rp 0 

25 Laba Anggota YBD Rp -27.092.685 

26 Tab. Tanggung Renteng Rp 0 

3 MODAL     
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31 Bantuan/Akuisisi Rp 0 

32 Asuransi Rp 0 

33 Modal dari Laba  Rp 22.178.673 

34 

Akum.  laba sd bln berjalan 

UED Rp -22.651.353 

        

  JUMLAH PASSIVA Rp 570.628.418 

   -2.700.000 

        Sumber: Laporan Posisi Keuangan BUMDesa Tahun 2022 

Menurut KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 penyajian wajar laporan 

keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representasi 

tepat, keterbandingan dan keterpahaman. Penyajian laporan keuangan yang wajar akan 

mampu memberikan informasi yang andal bagi pemakainya dalam menilai kondisi 

keuangan badan usaha atau perusahaan pada periode tertentu. 

Ketiga, adanya kesalahan pencatatan yang menyebabkan beban lain-lain yang 

ada dilaporan laba rugi unit simpan pinjam sangat besar. Dari hasil wawancara pada 

BUMDesa yaitu “Karena beban lain-lain tersebut dijadikan akun untuk pencatatan 

pencairan pinjaman nasabah”. Menurut KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 

penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi 

yang relevan, representasi tepat, keterbandingan dan keterpahaman. Penyajian laporan 

keuangan yang wajar akan mampu memberikan informasi yang andal bagi pemakainya 

dalam menilai kondisi keuangan badan usaha atau perusahaan pada periode tertentu. 

Penerapan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan merupakan hal yang 

mutlak yang harus dimiliki oleh suatu badan usaha seperti BUMDesa. Penerapan 

KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa 

Al-Hidayah bertujuan agar memudahkan penyajian laporan keuangan tersebut. 
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Penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang SAK 

ETAP terdapat beberapa perbedaan, antara lain: Dwi Jayanti (2018) dalam 

penelitiannya tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada BUMDesa Surya Sejahtera, 

didapatkan hasil penelitian bahwa pencatatan dan penggolongan berbagai transaksi 

belum sesuai dengan SAK ETAP serta laporan keuangan BUMDesa tersebut hanya 

menyajikan neraca, laporan laba rugi dan kas. Aden Lubang Sakti (2017) dalam 

penelitiannya pada UMKM didapat menunjukkan laporan keuangan yang digunakan 

masih menggunakan single entry, sehingga dalam pelaksanaanya masih terdapat 

banyak kesalahan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 Pada BUMDesa Al-Hidayah Desa Sencalang 

Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penerapan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 

(KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022) pada laporan keuangan 

BUMDesa Al-Hidayah? 

2. Bagaimana rekonstruksi laporan keuangan pada BUMDesa AL-Hidayah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penerapan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 (KEPMENDESA NO 136 

TAHUN 2022) pada laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah dan rekonstruksi 

laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah Tahun 2022 sesuai dengan Keputusan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 136 Tahun 2022 (KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis/Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan penulis/peneliti 

mengenai penerapan KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022 serta sebagai 

syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama dan 

memberikan wawasan baru bagi pembaca. 

3. Bagi Lembaga 

Sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar 

sesuai dengan KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022 di masa yang akan 

datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan 

yang terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar yang memaparkan masalah yang akan diteliti 

serta alasan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian atas masalah 

tersebut. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi beberapa landasan teori yang memperkuat argumen, 

penelitian terdahulu, serta kerangka pemecahan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan 

penelitian.  Metode penelitian tersebut meliputi objek penelitian, jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Hasil dan pembahasan tersebut berupa profil badan usaha, dan 

permasalahan yang ditemukan di lapangan, selanjutnya dibandingkan dengan 

teori yang ada. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian yang diberikan 

oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Adapun kesimpulan dan saran yang 

diberikan berupa rangkuman mengenai penelitian serta hasil penelitian, dan 

pendapat yang dikemukan peneliti untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas suatu entitas untuk 

memperlihatkan secara jelas kondisi keuangannya. Laporan keuangan yang merupakan 

hasil dari kegiatan operasional perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang 

berguna untuk pihak internal maupun eksternal entitas.  Informasi mengenai keuangan 

entitas dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak internal 

maupun eksternal entitas. 

Menurut Hermanto dan Agung (dalam Sumitri, 2017: 26) laporan keuangan 

merupakan transaksi yang dilakukan dari perusahaan yang terjadi selama satu periode 

akuntansi atau satu tahun buku. Laporan keuangan merupakan alat informasi yang 

menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Hery 

dalam Sumitri, 2017: 26). 

Menurut Lili M. Sadeli (2016) laporan keuangan adalah laporan tertulis yang 

memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-

perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Sedangakan menurut 

Agnes Sawir (2016) laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi setiap 

transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat, dan diolah sedemikian rupa, 

laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang. 
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Definisi mengenai laporan keuangan menurut Harahap (2018) laporan 

keuangan menurut menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka panjang waktu tertentu. Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta 

laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 

Laporan keuangan menurut Kieso (2014) merupakan sarana pengkomunikasian 

informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang dikunatifikasi dalam satuan moneter. Informasi 

keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat 

dalam satu siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga 

dapat memberikan infomasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. 

Secara tegas Fahmi (2014: 2) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan 

suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dapat 

dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sementara itu Kasmir 

(2017: 7) menjelaskan bahwa laporan keuangan secara sederhana menunjukkan kondisi 

keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2022) mengemukakan pengertian laporan keuangan 

yaitu, “Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan 

kinerja keuangan dalam sebuah entitas”. Laporan keuangan merupakan hasil dari 

pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain diklasifikasikan sesuai sifat atau 

fungsinya (Amir dalam Frasawi, 2016: 817). 
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Menurut Munawir (dalam Harto, 2018: 175) pada umumnya laporan keuangan 

terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas, neraca 

menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi perusahaan 

memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas 

menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan 

perubahan ekuitas perusahaan. 

Menurut Martani (2017) laporan keuangan merupakan informasi bagi 

penggunanya terutama pemilik perusahaan, investor, kreditur dan juga manajemen 

untuk mengambil keputusan-keputusan terkait perusahaan di masa mendatang. 

Merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk membuat dan melaporkan 

keuangan pada suatu periode terntentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis 

sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan pada saat ini. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

laporan keuangan merupakan suatu laporan tertulis yang memberikan informasi 

mengenai kondisi dn posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Informasi ini 

berguna sebagai alat dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan di masa yang akan 

datang. Selain itu laporan keuangan juga menjadi suatu akuntabilitas perusahaan atau 

badan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanya berfungsi sebagai 

alat pengujian dari pekerjaan fungsi bagi pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya 
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seiring dengan perkembangan zaman fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau melakukan penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut. 

Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengambil suatu keputusan. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal 

perusahaan, pendistribusian pada aset, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, 

beban-beban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari 

setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan dapat dinilai melalui laporan 

keuangan. 

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022) 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

infomasi yang meliputi: 

a. Aset 

b. Liabilitas 

c. Ekuitas 

d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan maupun kerugian 

e. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik 

f. Arus kas 
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Menurut pendapat Kasmir (2017: 10) ada beberapa tujuan pembuatan dan 

penyusunan laporan keuangan, yaitu: 

a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini. 

b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini. 

c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. 

f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode. 

g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. 

h. Informasi keuangan lainnya. 

Menurut Skousen, Stice, dan Stice (dalam Fahmi, 2014: 6) bahwa, “Tujuan 

pelaporan keuangan yang diungkapkan di dalam rangka konseptual adalah: 

a. Kegunaan (usefulness) 

b. Dapat dipahami (understandability) 

c. Target audiens: investor dan kreditor 

d. Penilaian arus kas masa yang akan datang 

e. Mengevaluasi sumber daya ekonomi 
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f. Fokus primer pada laba 

2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan 

Berbagai pengguna laporan keuangan di klasifikasikan menjadi dua, yaitu 

pengguna internal dan pengguna eksternal untuk rinciannya adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna Internal 

Para pengguna internal laporan keuangan adalah individu yang memiliki 

kaitan langsung dengan organisasi, yaitu: 

a. Manajer dan pemilik/calon pemilik. Untuk kelancaran organisasi manajer 

dan pemilik harus memahami laporan keuangan guna untuk mengambil 

keputusan bisnis. Laporan keuangan tersebut dapat memberikan 

pandangan yang lebih lengkap mengenai posisi keuangan suatu 

organisasi. Analisis keuangan dilakukan dengan informasi yang diberikan 

dalam laporan keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk 

merumuskan persyaratan kontrak antara perusahaan dan organisasi 

lainnya. 

b. Karyawan/calon karyawan. Kepentingan karyawan terhadap laporan 

keuangan adalah dapat digunakan untuk mendiskusikan perjanjian, 

misalnya mendiskusikan hal-hal terkait promosi, peringkat dan kenaikan 

gaji. 

2. Pengguna Eksternal 

Para pengguna eksternal terdiri atas: 

Investor/calon investor. Pengguna eksternal laporan keuangan pada 

dasarnya adalah investor yang menggunakan laporan keuangan untuk 
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menilai kekuatan keuangan perusahaan. Hal ini akan membantu mereka 

untuk membuat keputusan investasi yang logis. 

a. Lembaga keuangan. Para pengguna laporan keuangan juga lembaga 

keuangan yang berbeda seperti bank dan lembaga pemberi pinjaman 

lainnya yang memutuskan apakah membantu perusahaan dengan modal 

kerja atau untuk menerbitkan keamanan utang untuk itu. 

b. Pemerintah. Laporan keuangan perusahaan yang berbeda juga digunakan 

oleh pemerintah untuk menganalisis apakah pajak dibayar dengan akurat 

dan sejalan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. 

c. Pemasok. Pemasok yang memberikan kredit untuk usaha membutuhkan 

laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari bisnis. 

d. Media massa. Media juga membuat bagian dari pengguna laporan 

keuangan. 

2.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan 

Berikut merupakan karakteristik dari laporan keuangan: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna dalam hal 

ini diasumsikan memilik pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi, bisnis, akuntansi. 

b. Relevan 

Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat 
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mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu 

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 

c. Matrealitas 

Informasi dipandang material jika kelalain untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

d. Keandalan 

Informasi yang memiliki kualitas jika bebas dari kesalahan material dan bias, 

dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar diharapkan dapat disajikan. 

e. Substansi Mengungguli Bentuk 

Transaksi, peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan 

substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 

f. Pertimbangan Sehat 

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan 

pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset 

atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak 

disajikan lebih rendah. 

g. Kelengkapan 

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dan biaya. Kesenjangan untuk tidak 

mengungkapan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau 
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menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi 

ditinjau dari segi relevansi. 

h. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu periode. 

i. Tepat Waktu 

Tepat waktu meliputi penyedian informasi laporan keuangan dalam jangka 

waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak 

semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan 

kehilangan relevansinya. 

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat 

Manfaat informasi harusnya melebihi biaya penyediaannya. Dalam evaluasi 

manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi 

mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. 

2.2 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 

(KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022) 

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 (KEPMENDESA No 136 Tahun 2022) 

adalah sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi akuntansi pada BUMDesa dalam 
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melaksanakan kegiatan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi 

atau peristiwa keuangan, serta penyusunan laporan keuangan. 

KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022 merupakan sebagai panduan 

penyusunan laporan keuangan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU dimaksudkan sebagai : 

1. Acuan bagi BUMDesa, BUMDesa Bersama dan BUMDesa Bersama 

Lembaga Keuangan Desa dalam melaksanakan kegiatan pengakuan, 

penyajian, pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, serta 

penyusunan laporan keuangan dan acuan bagi akuntan publik. 

2. Acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan 

BUMDesa, BUMDesa Bersama dan BUMDesa Bersama Lembaga 

Keuangan Desa. 

3. Acuan bagi pengguna laporan keuangan lainnya dalam membaca, 

memahami atau menginterprestasikan laporan keuangan yang disajikan oleh 

BUMDesa, BUMDesa Bersama dan BUMDesa Bersama Lembaga 

Keuangan Desa. 

4. Sumber rujukan atau referensi dalam memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap 

suatu transaksi atau kegiatan BUMDesa, BUMDesa Bersama dan BUMDesa 

Bersama Lembaga Keuangan Desa agar terjamin adanya konsistensi dan 

keseragaman dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. 

 



 

21 
 

2.2.1 Ruang Lingkup Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 

(KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022) 

Ruang lingkup KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 mencakup Badan Usaha 

Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Badan Usaha Milik Desa Bersama 

Lembaga Keuangan Desa. 

2.2.2 Laporan Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 

Tahun 2022 (KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022) 

Laporan keuangan desa menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas BUMDesa. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian 

secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi 

dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Untuk tujuan 

kemudahan, laporan keuangan untuk BUMDesa yang diatur dalam KEPMENDESA 

No 136 Tahun 2022 minimal terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

Informasi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, 

liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan sajikan dalam laporan 

posisi keuangan. 

a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomi dimasa depan 

diharapkan akan memperoleh entitias. 
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b. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa 

masalalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber 

daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. 

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh 

liabilitas. 

Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos sebagai berikut: 

a. Kas dan setara kas 

b. Piutang 

c. Persediaan 

d. Aset tetap 

e. Utang usaha 

f. Utang bank 

g. Ekuitas 

2. Laporan laba rugi selama periode 

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan 

dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. 

a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset atau 

penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanaman modal. 

b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode 

pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset atau 



 

23 
 

kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak 

disebabkan oleh distribusi kepada penanaman modal. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk 

suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam 

ekuitas untuk periode tersebut pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan 

koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada 

format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi 

oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode 

tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: 

a. Laba atau rugi untuk periode; 

b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi 

dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai 

d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat 

awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang 

berasal dari: 

i. Laba atau rugi 

ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

iii. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya kepemilik ekuitas, 

yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham  

treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan 
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perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak 

mengakibatkan kehilangan pengendalian. 

4. Laporan arus kas selama periode 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas 

dan setarakas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang 

terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos 

tertentu yang relevan. 

Catatan atas laporan keuangan memuat: 

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai 

KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi 

c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi 

penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk 

memahami laporan keuangan. 

2.2.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) 

Wuwungan (dalam Siagian, 2016: 1453) menyatakan bahwa standar akuntansi 

keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan 

agar terjadi keseragamana dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk 

digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dibedakan menjadi SAK ETAP (SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan 
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SAK ETAP (SAK untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik). Penggunaan ETAP di 

antaranya mencakup perbankan dan perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia. ETAP sendiri lebih diarahkan untuk perusahaan dengan skala kecil dan 

menengah yang kesulitan dalam menerapkan SAK secara penuh. 

Munculnya SAK ETAP sendiri dimaksudkan agar konvergensi IFRS dapat 

segara diwujudkan secara penuh, sehingga perusahaan-perusahaan yang mengalami 

kesulitan untuk menerapkan SAK Penuh dapat mengadopsi SAK ETAP sebagai 

standar keuangan yang lebih sederhana. SAK untuk entitas tanpa akuntabilitas publik 

digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP). SAK ETAP dikeluarkan 

pada tanggal 17 Juli 2009. Penerapan efektif pada penyusunan laporan keuangan yang 

dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Entitas yang termasuk ETAP, namun 

memilih menggunakan SAK Umum pada tahun 2011, maka entitas tersebut harus tetap 

menggunakan SAK Umum secara konsisten di periode-periode setelahnya. 

2.2.4 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Laporan keuangan untuk UMKM yang diatur dalam Standar Akuntansi 

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP): 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 

2. Laporan laba rugi selama periode 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 

4. Laporan arus kas selama periode 

5. Catatan atas laporan keuangan 
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2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat. Muryunani (dalam Hijji, 2018:15) Badan Usaha 

Milik Desa atau yang biasa disebut BUMDesa adalah lembaga usaha desa yang 

dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian 

desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang dikelola oleh 

pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. 

Menurut KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 BUMDesa adalah badan hukum 

yang didirikan oleh desa dana tau besama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 

pelayanan, dana tau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. 

2.3.2 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Pembentukan BUMDesa merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi 

masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa 

serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
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hidupnya. Aset desa yang dimaksud adalah aset yang tertuang dalam UU Nomor 6 

Tahun 2014 Bab 8 pasal 76, yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, 

tambatan, perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan 

milik desa, mata air desa milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa 

pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa. BUMDesa harus dibangun dengan 

semangat kekeluargaan dan gotong royong serta menjalankan usaha di bidang ekonomi 

atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. 

Peraturan yang mengatur secara rinci BUMDesa terdapat dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran 

BUMDesa. Berdasarkan Permendes No. 4 Tahun 2015 pasal 3, disebutkan tujuan 

BUMDesa adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan perekonomian desa 

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa 

4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan 

pihak ketiga 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga 

6. Membuka lapangan kerja 
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7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, 

pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa dan pendapatan asli desa. 

Buku 7 Badan Usaha Milik Desa menjelaskan langkah-langkah dalam 

pendirian BUMDesa. Langkah-langkah tersebut antara lain: 

1. Sosialisasi mengenai Badan Usaha Milik Desa 

Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD secara 

langsung kepada masyarakat ataupun dengan didampingi oleh pihak ketiga. 

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memahami tentang apa BUMDesa, 

tujuan pendirian BUMDesa, manfaat pendirian BUMDesa, dan lain 

sebagainya. 

2. Pelaksanaan musyawarah desa 

Musyawarah ini diselenggarakan oleh BPD bersama Pemerintah Desa untuk 

menyepakati hal yang bersifat strategis. Salah satu tahapan musyawarah desa 

adalah rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang 

BUMDesa. Musyawarah desa juga merumuskan rancangan alternatif 

tentang unit usaha dan klasifikasi unit usaha. Unit usaha yang diajukan dapat 

berbadan hukum PT maupun LKM. 

3. Penetapan Perdes tentang pendirian BUMDesa. 

Pendirian BUMDesa tidak seperti badan usaha pada umumnya yang 

membutuhkan izin usaha dalam pendiriannya. BUMDesa didirikan 

berdasarkan Peraturan Desa yang melampirkan AD/ART sebagai bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Desa. 
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2.3.3 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Berikut ini adalah beberapa jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa): 

Tabel 2.1 

Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa 

Tipe Deskripsi Contoh 

Serving BUMDesa menjalankan bisnis social yang 

melayani warga, yakni dapat melakukan 

pelayanan public kepada masyarakat. 

Usaha air minum 

desa, usaha listrik 

desa, dan lumbung 

pangan. 

Banking BUMDesa menjalankan usaha bisnis uang 

yang memenuhi kebutuhan keuangan 

masyarakat desa dengan bunga yang lebih 

rendah daripada bunga yang didapatkan 

masyarakat dari rentenir dan bank-bank 

konvensional. 

Bank desa atau 

lembaga 

pengkreditan desa 

atau lembaga 

keuangan mikro 

desa. 

Renting BUMDesa menjalankan bisnis penyewaan 

untuk melayani kebutuhan masyarakat desa 

dan sekaligus untuk memperoleh 

pendapatan. 

Penyewaan tractor, 

perkakas pesta, 

Gedung pertemuan, 

tanah, dan lain-lain. 

Brokering BUMDesa menjadi lembaga perantara yang 

menghubungkan komoditas pertanian 

dengan pasar. 

BUMDesa 

mendirikan pasar 

desa untuk 

memasarkan 
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produk-produk 

masyarakat. 

Trading BUMDesa menjalankan bisnis yang 

berproduksi dana tau berdagang barang-

barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Pabrik es, hasil 

pertanian, sarana 

produksi pertanian, 

dan lain-lain. 

Holding  BUMDesa sebagai usaha Bersama atau 

sebagai usaha induk dari unit-unit usaha 

yang ada di desa. 

Desa wisata yang 

mengorganisasikan 

berbagai jenis usaha 

dari kelompok 

masyarakat. 

 

2.4 Pandangan Islam Terhadap Laporan Keuangan 

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti 

selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah 

pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan tercantum 

dalam Al-Qur’an surat Ali Imran (3) ayat 19: 

ا اخْت ل ف   الَّذِيْن   اوُْتوُا م  مُ  ۗ و  سْلَ  يْن   عِنْد   اٰللِّ  الِْْ  اِنَّ  الد ِ

نْ  يَّكْفرُْ  م  هُمُ  الْعِلْمُ  ب غْياً   ب يْن هُمْ  وۗ  اۤء  ا ج    ب عْدِ  م 
 الْكِتٰب   اِلَّْ  مِنْ 

 باِٰيٰتِ  اٰللِّ  ف اِنَّ  اٰللّ   س رِيْعُ  الْحِس ابِ 
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Artinya: Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-

orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, 

karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat 

Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya. 

Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah kajian Islam. Artinya 

diserahkan pada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya, namun 

karena pentingnya permasalahan ini maka Allah SWT berfiman dalam Al-Qur’an surat 

Al-Baqarah ayat 282 berbunyi: 

 

ى فاَكْتبُوُْهُُۗ وَلْيكَْتبُْ  سَمًّ ى اجََلٍ مُّ
ا اذِاَ تدَاَيَنْتمُْ بدِيَْنٍ الِٰٰٓ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ

ُ فلَْيَكْتبُْْۚ  بَّيْنَكُمْ كَاتبٌٌِۢ باِلْعدَْلِِۖ وَلََ يأَبَْ كَاتبٌِ انَْ يَّكْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰه

َ رَبَّهٗ وَلََ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاُۗ فاَِنْ وَلْيمُْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْ  حَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰه

كَانَ الَّذِيْ عَليَْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اوَْ ضَعِيْفاً اوَْ لََ يَسْتطَِيْعُ انَْ يُّمِلَّ هوَُ 

جَالِكُمْْۚ   فاَِنْ لَّمْ يكَُوْناَ فَلْيمُْلِلْ وَلِيُّهٗ باِلْعدَْلُِۗ وَاسْتشَْهِدوُْا شَهِيْديَْنِ مِنْ رِِّ

اءِ انَْ تضَِلَّ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدََۤ امْرَاتَٰنِ مِمَّ رَجُلَيْنِ فرََجُلٌ وَّ

اءُ اذِاَ مَا دعُُوْا ُۗ  رَ احِْدٰىهُمَا الَْخُْرٰىُۗ وَلََ يأَبَْ الشُّهَدََۤ احِْدٰىهُمَا فَتذُكَِِّ

ا انَْ تكَْتبُوُْهُ صَغِيْرًا  ُۗ ذٰلِكُمْ اقَْسَطُ عِنْدَ وَلََ تسَْـَٔمُوْٰٓ ى اجََلِه 
اوَْ كَبيِْرًا الِٰٰٓ
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ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تجَِارَةً حَاضِرَةً  ا الََِّ ِ وَاقَْوَمُ لِلشَّهَادةَِ وَادَْنٰىٰٓ الَََّ ترَْتاَبوُْٰٓ اللّٰه

ا  اذِاَ تبَاَيعَْتمُْ ِۖ تدُِيْرُوْنهََا بَيْنَكُمْ فلََيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ الَََّ تكَْتبُوُْهَاُۗ وَاشَْهِدوُْٰٓ

 بِكُمْ ُۗ وَاتَّقوُا 
لََ شَهِيْدٌ ەُۗ وَاِنْ تفَْعلَوُْا فاَِنَّهٗ فسُُوْقٌٌۢ رَّ كَاتبٌِ وَّ وَلََ يضَُاَۤ

ُ بِكُلِِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ  ُ ُۗ وَاللّٰه َ ُۗ وَيعُلَِِّمُكُمُ اللّٰه  اللّٰه

Artinya:  Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. 

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, 

maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, 

untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian 
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itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 

bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu 

berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika 

kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada 

kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran 

kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu.  

Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Aden Lubang  

Sakti. Skripsi  

Universitas 

Islam Negeri 

Maulana 

Malik 

Ibrahim. 

(2017) 

Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas  

Publik (SAK ETAP)  

pada Usaha Mikro  

Kecil Menengah  

(UMKM). 

Penelitian ini menganalisa dan 

mengevaluasi laporan keuangan 

UMKM dengan penerapan SAK 

ETAP. Hasil penilitian ini 

menunjukkan bahwa laporan 

keuangan yang digunakan masih 

menggunakan single entry, sehingga 



 

34 
 

dalam pelaksanaanya masih terdapat 

banyak kesalahan. 

2  Dwi Jayanti. 

Skripsi 

Universitas 

Bhayangiara 

Surabaya.  

(2018) 

Analisis Penerapan 

SAK ETAP pada 

Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) 

Surya Sejahtera di 

Desa Kedungturi 

Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan SAK ETAP 

pada BUMDesa Surya Sejahtera di 

Desa Kedungturi Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa  

pencatatan atas dan penggolongan atas 

berbagai transaksi belum sesuai 

dengan SAK ETAP. BUMDesa 

tersebut hanya menyajikan laporan 

keuangan dalam bentuk neraca, 

laporan laba rugi dan kas. Sedangkan  

menurut SAK ETAP ada lima jenis 

yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, 

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan  

Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. 

3 Hadi 

Nurdiansyah. 

Jurnal Ilmiah 

Analisis Penerapan  

SAK ETAP dalam  

Penyusunan Laporan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahuai kesesuain antara laporan 
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Akuntansi 

Kesatuan, 

Vol. 4 No. 2  

(2016) 

Keuangan Koperasi.  keuangan Koperasi Tirta Sanita 

dengan penerapan SAK ETAP dalam  

penyusunan laporan keuangan 

koperasi. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini laporan keuangan yang  

disusun diupayakan untuk mengikuti 

SAK ETAP, namun belum sesuai 

dengan apa yang diatur dalam SAK  

ETAP. 

4 Sumitri. 

Skripsi 

Perguruan 

Tinggi Bina 

Insani Jawa 

Barat. (2017) 

Penerapan SAK 

ETAP pada 

Penyusunan  

Laporan Keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan SAK ETAP 

pada penyusunan laporan keuangan 

PD. Tio Jaya. Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa laporan keuangan 

PD Tio Jaya disusun berdasarkan 

kebutuhan pemilik usaha itu sendiri. 

Kendala dalam penyusunan laporan 

keuangan adalah kurangnya sumber 

daya manusia yang memahami 

penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan standar akuntansi yang 

berlaku yaitu SAK ETAP 
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5 Ade Astalia  

Pratiwi.  

Jurnal 

Ekonomi 

Manajemen 

Bisnis dan 

Akuntansi.  

Vol. 2 N0.  3 

(2014) 

Analisis Penerapan  

SAK ETAP pada  

Penyajian Laporan  

Keuangan PT. 

Nichindo  

Manado Suisan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan SAK ETAP 

pada penyajian laporan keuangan PT. 

Nichindo Manado Suisan. Hasil 

penelitian berdasarkan Neraca dan 

Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 

2012, menunjukkan bahwa 

perusahaan belum menyajikan laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan 

serta terjadi inkonsistensi dalam 

penyajian beberapa pos di neraca. 

6 Desi Kurniati. 

Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

(2021) 

Analisis Penerapan 

Standar Akuntansi  

Keuangan Untuk 

Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik  

(SAK ETAP) Pada 

Laporan Keuangan 

Badan Usaha Milik  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) pada laporan keuangan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 

Mitra Usaha Mulya tahun 2019. Hasil 

Laporan Keuangan BUMDesa Mitra 

Usaha Mulya belum sesuai dengan 

SAK ETAP. BUMDesa Mitra Usaha 
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Desa (BUMDesa) 

Mitra Usaha Mulya 

Tahun 2019 

Mulya tidak menyajikan laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan, 

selain itu BUMDesa Mitra Usaha 

Mulya tidak mengakui adanya 

penyisihan atas piutang tak tertagih 

dan penyusutan atas aset tetap berupa 

bangunan dan kendaraan. 

7 Riki 

Gunanda. 

Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

(2020) 

Analisis Penerapan  

Standar Akuntansi 

Keuangan Untuk 

Entitas Tanpa 

akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) Pada 

Laporan Keuangan 

Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) 

Al-Kautsar Desa 

Kampung Baru  

Sentajo Periode 

2014-2018 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pelaporan 

keuangan BUMDES AlKautsar Desa 

Kampung Baru Sentajo sudah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). Hasil penelitian yang 

dilakukan pada BUMDES Al-Kautsar 

adalah terdapat beberapa masalah 

diantaranya yaitu; laporan keuangan 

yang disajikan oleh BUMDES Al-

kautsar tidak lengkap berdasarkan 

PSAK ETAP, kemudian adanya 

jumlah inventaris aset yang tidak 
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sesuai dengan pencatatan, serta 

BUMDES Al-Kautsar tidak 

mencantumkan Pembayaran pajak 

mereka 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BUMDesa Al- Hidayah 

Laporan Keuangan 

Tidak sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Kepmendesa No 136 Tahun 

2022 

Kepmendesa No 136 Tahun 

2022 terdiri dari: 

1. Laporan Posisi 

Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan 

Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan 

Keuangan 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

1. Deskriptif 

Metode deskriptif merupakan teknik mengumpulkan, membandingkan data 

atau kenyataan yang terjadi dengan teori yang berlaku dengan menganalisis 

penerapan KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 pada BUMDesa Al-

Hidayah dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila penerapan akuntansi 

pada laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah tahun 2022 tidak sesuai 

dengan KEPMENDESA No 136 Tahun 2022, maka akan disajikan ulang 

dalam penelitian ini sesuai dengan KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 

yang berlaku efektif. 

2. Kualitatif 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau 

data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang merupakan suatu nilai 

dibalik data yang tampak dengan menekankan pada makna (Sugiyono, 2015: 

13). 

3.2  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Badan Usaha Milik Desa Al-Hidayah 

yang bertempat di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, 

Riau. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan 

data misalnya wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif yang dibutuhkan 

berupa profil perusahaan dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi 

BUMDesa Al-Hidayah. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau bilangan (numerik). Data kuantitatif berupa laporan 

keuangan bulanan dan tahunan, serta bukti-bukti yang berkaitan dengan 

proses penyusunan laporan keuangan BUMDesa Al-Hidayah sepanjang 

tahun 2022. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Data 

sekunder merupakan data yang sudah diterbitkan atau digunakan pihak lain. 

Contoh data sekunder adalah data yang diambil dari koran, majalah, jurnal, 

dan publikasi lainnya. Sedangkan data primer adalah data yang dikumpulkan 

untuk memperoleh informasi langsung tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan BUMDesa Al-Hidayah. 

3.4 Teknik Pemgumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, arsip, buku, surat kabar, dan 

lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan wawancara atau tanya-jawab dengan pihak yang besangkutan 

yang berwenang dan berhubungan dengan data-data yang akan dibahas dan 

diulas dalam penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Model analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban narasumber. Apabila jawaban narasumber setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, sampai tahap 

tertentu, diperoleh data yang kredibel (Sugiyono, 2014:430). 

Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian 

dan Pengungkapan akuntasi pada BUMDesa Al-Hidayah Desa Sencalang dengan SAK 

EMKM. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. 

Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data di 

lapangan model Miles and Huberman yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2014:431). Setelah direduksi 
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data akan mengerucut dan mengarah pada inti permasalahan dari objek 

penelitian. 

2. Penyajian data 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2014: 434). 

3. Penarikan kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua 

data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

(Sugiyono, 2014: 434). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan 

keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah Desa Sencalang 

belum menerapkan KEPMENDESA No 136 Tahun 2022. Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Al-Hidayah Desa Sencalang tidak membuat laporan keuangan yang sesuai 

dengan KEPMENDESA No 136 Tahun 2022, adapun laporan keuangan tersebut 

adalah:  

1. Laporan Laba Rugi 

2. Laporan Posisi Keuangan 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah Desa Sencalang dalam 

menyajikan laporan keuangan untuk unit simpan pinjam dan unit kelapa sawit tidak 

menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan dan BUMDesa Al-Hidayah belum membuat laporan keuangan gabungan 

yang merupakan gabungan dari laporan keuangan semua unit. Berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan peneliti untuk Total Aset dengan Total Utang dan Modal 

pada Laporan Posisi Keuangan Unit Simpan Pinjam Tahun 2022 terdapat selisih 
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sebesar Rp 2.700.000. Dan adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh 

BUMDesa Al-Hidayah. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Penelitian ini diharapkan bisa membantu BUMDesa Al-Hidayah dalam 

melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

KEPMENDESA No 136 Tahun 2022. Diharapkan untuk penyusunan 

laporan keuangan periode berikutnya BUMDesa Al-Hidayah menjadikan 

hasil penelitian ini sebagai referensi dalam penyusunan laporan 

keuangannya. 

2. BUMDesa Al-Hidayah menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan 

KEPMENDESA No 136 Tahun 2022. Hal ini agar para pengguna laporan 

keuangan dapat mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan 

keputusan maupun dalam penilaian kinerja. 
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Kabupaten Indragiri Hilir. 
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Hasil Wawancara : 

 

PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN 

KEPMENDESA NO 136 TAHUN 2022 PADA BUMDesa AL-HIDAYAH DESA 

SENCALANG KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

Hari / Tanggal : Rabu, 2 November 2023 

Waktu   : 10:00 WIB 

Tempat : BUMDesa Al-Hidayah Desa Sencalang 

A. Identitas Narasumber 

Nama : Sigit Prio Agung Laksono, SE 

Jabatan : Direktur BUMDesa Al-Hidayah Desa Sencalang 

B. Daftar Pertanyaan Penyajian Laporan Keuangan Menurut KEPMENDESA No 136 

Tahun 2022 

1. Kapan berdirinya BUMDesa Al-Hidayah  

Jawaban : Desa Sencalang pada tanggal 20 Desember 2017 mendirikan Badan    

Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDesa dan di beri nama Al-

Hidayah. 

2. Berapa modal awal berdirinya BUMDesa ? 

Jawaban : Pada awal pendiriannya BUMDesa AL-Hidayah bermodalkan nol 

rupiah. 

3. Mengapa modalnya bisa dikatakan nol rupiah ? 

Jawaban : karena pada awal pembentukan bumdes tidak ada penyertaan modal 

dari desa dan pada awalnya namanya bukan bumdes tapi ued (usaha ekonomi 

desa). 

4. Bagaimanakah pencatatan transaksi keuangan pada BUMDesa dan apakah ada 

aplikasi/program komputernya ? 

Jawaban : Pencatatan di BUMDesa Al-Hidayah dilakukan secara manual dan 

komputerisasi, dimana untuk aplikasinya yaitu menggunakan aplikasi Excel. 



 

 
 

5. Standar apa yang digunakan oleh BUMDesa Al-Hidayah dalam penyusunan 

laporan keuangan ? 

Jawaban : KEPMENDESA No 136 Tahun 2022 

6. Apakah terdapat SOP Keuangan pada BUMDesa Al-Hidayah dan apakah 

penerapannya sudah maksimal ? 

Jawaban : “iya ada SOP nya, dan saya rasa kurang maksimal karena 

kurangnya pendampingan selama ini dari pihak pemerintah. 

7. Bagaimana bentuk laporan keuangan pada BUMDES ini ? 

Jawaban : Saya hanya membuat berdasarkan ketentuan yang sudah ada 

sebelumnya yakni Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi. 

8. Mengapa hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba Rugi ? 

Jawaban : Karena dari awal memang hanya menggunakan 2 laporan itu saja. 

9. Berapa unit usaha yang ada di BUMDesa AL-Hidayah  ? 

Jawaban : Di tahun 2022 ada 3 yaitu : unit simpan pinjam, unit perkebunan 

kelapa sawit dan unit wifi hospot, tahun 2021 ada 2 unit yaitu : unit simpan 

pinjam dan unit perkebunan kelapa sawit, tahun 2020 ada 2 unit yaitu : unit 

simpan pinjam dan unit perkebunan kelapa sawit. 

10. Setiap unit memiliki usaha apa saja? 

Jawaban : Untuk unit kemandirian keuangan bergerak di usaha simpan 

pinjam, unit perkebunan kelapa sawit bergerak di usaha kebun sawit. 

11. Untuk unit wifi hospot untuk jasanya siapa saja yang menggunakannya? 

Jawaban : Untuk sekarang yang menggunakan hanya pegawai bumdes karna 

banyak masyarakat yang menggunakan jaringan sendiri 

12. Untuk laporan keuangan setiap unitnya apakah memiliki pembukuan masing-

masing dan saling tidak keterkaitan ? 

Jawaban : iya, setiap unitnya memiliki pembukuan masing dan tidak saling 

keterkaitan 

13. Mengapa beban lain-lain yang ada dilaporan laba rugi unit simpan pinjam 

besar sekali yakni sekitar 42 Jt? 



 

 
 

Jawaban : Karna beban lain-lain tersebut dijadikan akun untuk pencatatan 

Pencairan Pinjaman Nasabah 

14. Laporan keuangan yang disajikan pihak BUMDesa ditujukan untuk siapa? 

Jawaban : Untuk pengurus BUMDesa, pengawas BUMDesa, kepala desa dan 

pendamping kecamatan BUMDesa 

 

 

 

       Narasumber 

 

 

Sigit Prio Agung Laksono, SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN  PENGELOLAN 

BADAN USAHA MILIK DESA 

AL-HIDAYAH 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI BUAT OLEH PENEGLOLAH 

BADAN USAHA MILIK DESA 

AL-HIDAYAH 

 
 

 

 

 

DESA SENCALANG KECAMATAN KERITANG 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

TAHUN 2022 

 

  
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa,  karena atas 

berkah, rahmat dan ridlo-Nya, maka Pelaporan Pertangungjawaban Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) AL-HIDAYAH dapat disusun dan diselesaikan dengan 

baik. 

Pelaporan pertangunggjawaban pengelolaan ini digunakan sebagai wujud 

tanggung jawab pengelola BUMDes AL-HIDAYAH dalam menjalankan tugasnya 

selama satu tahun periode tahun 2022. Melalui pelaporan ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran perjalanan pengelolaan BUMDes AL-HIDAYAH dalam 

mengembangkan usaha-usahanya. Serta sebagai bahan evaluasi dalam membuat 

kegiatan di tahun berikutnya. 

Kami sampaikan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama kepada semua 

pihak yang berperan dalam kegiatan BUMDes AL-HIDAYAH, semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberkati seluruh pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Sencalang,  23 Oktober 2023 

 

 

 

Pengelola 

BUMDes  AL-HIDAYAH 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi 

titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya 

diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola 

aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi 

meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa 

pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-

lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: 

pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam 

pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan 

sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala 

ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan 

kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan 

mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan 

jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi. 

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan 

berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk 

peningkatan kesejahteran ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi 

mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi 

peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu 

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. 



 

 
 

Memperhatikan beberapa hal tersebut diatas, maka Desa Sencalang pada 

tanggal 20 Desember 2017 mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang sering 

disebut BUMDes dan di beri nama AL-HIDAYAH. Dengan didirikannya BUMDesa 

AL-HIDAYAH tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan 

aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Sencalang, karena bukan lagi 

program ‘topdown’ atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan 

pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga. 

Pada awal pendiriannya BUMDes AL-HIDAYAH bermodalkan nol rupiah atau 

modal dengkul. Walaupun demikian bukan berarti BUMDes ini akan mandul, 

melainkan mampu berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya unit-unit usaha baru yang dikelola oleh BUMDes AL-HIDAYAH 

serta meningkatnya aset yang dimiliki. Semua itu tidak lepas dari  pada penggalian 

potensi diawal berdiri dalam menentukan  unit operasional didasarkan pada sumber 

daya manusia dan sumber daya alam juga tak kalah penting adalah sumber daya Tuhan 

sebagai dasar pokok dalam mengembangkan usaha. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar 

pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pengelola dalam pengelolaan BUMDes 

AL-HIDAYAH. 

B. Visi 

Visi dari pendirian BUMDes AL-HIDAYAH yaitu “Mewujudkan Desa 

Mandirii”. 

C. Misi 

BUMDes AL-HIDAYAH mempunyai misi sebagai berikut : 



 

 
 

1. Mengembangkan BUMDes sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan 

pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa Sencalang dalam mewujudkan kemandirian disegala 

bidang. 

2. Meningkatakan Pendapatan Asli Desa (PADes)  untuk meningkatkan 

pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa Sencalang. 

3. Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jarinngan kerja melalui 

kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai 

potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-

lembaga pemerintah guna memeperkokoh perekonomian Desa Sencalang. 

D. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

3. Pertaturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 

Nomor 43 Tahun 2014 

4. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

5. Permendesa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 

2017 



 

 
 

6. Permendesa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Permendesa  

Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2017 

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2015 

8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Umum dan Petuntuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa  

9. Peraturan Bupati Perubahan No. 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Umum dan Petuntuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa  

10. Peraturan Desa Indra Sari Nomor 06 Tahun 2016  Tentang Pendirian Badan 

Usaha Milik Desa Jaya Bersama Desa SENCALANG 

E. PROFIL BUMDes AL-HIDAYAH 

 

1. Nama BUMDesa : AL HIDAYAH 

2. Alamat  : Jln. Lintas Samudera 

- Desa  : Sencalang 

- Kecamatan  : Keritang 

- Kabupaten  : Indragiri Hilir 

- Provinsi   : Riau 

- email  : bumdesalhidayah3@gmail.com 

3. Rekening   

- Nama  : BUM DESA AL HIDAYAH 

- Nomor   : 102-20-09062 

- Bank  : Riaukepri Cabang Tembilahan -102 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

PERKEMBANGAN BUMDesa AL-HIDAYAH 

DESA SENCALANG 

 

A. ORGANISASI 

Susunan organisasi kepengurusan BUMDesa Al-Hidayah adalah : 

1. Komisaris 

Muh. Ramli   : Kepala Desa 

2. Pengawas 

a. Moh. As’ad, SH   : BPD Desa Sencalang 

b. M. Aris    : Sekdes Desa Sencalang 

c. Tugiyo    : LPM Desa Sencalang 

3. Pengurus BUMDesa Al-Hidayah 

a. Direktur    : Sigit Prio Agung Laksono, S.E 

b. Sekretaris   : Mohd. Sahib Padilla, S.Sos 

c. Bendahara   : Maria Ulva, S.Sos  

4. Pegelola Unit 

a. Simpan Pinjam   : Maria Ulva, S.Sos 

b. Perkebunan Kelapa Sawit : Maria Ulva, S.Sos 

c. Hotspot Wi-Fi   : Mohd. Sahib Padilla, S.Sos 

  

 

 



 

 
 

B. ADMINISTRASI 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah merupakan lembaga 

keuangan yang bergerak dalam bidang perdagangan untuk pengembangan usaha Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah mengikuti Peraturan Bupati No. 32 Tahun 

2018 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) Kabupaten Indragiri Hilir, ditambah lagi dengan AD/ART Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah. 

C. KEGIATAN 

Dalam proses kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah 

selama tahun 2022 merupakan : 

1. Melakukan kegiatan usaha perdagangan. 

2. Melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Desa Sencalang dalam 

bidang perdagangan. 

3. Melakukan koordinasi dengan Fasilitator Masyarakat BUMDesa DMIK Plus 

Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir maupun dinas terkait. 

D. MODAL DASAR 

 

1.  Modal Awal Rp. 500.000.000 

2.  Penambahan Modal 2011 s/d 2021 berasal dari laba 

Tahun 2021 

Rp 607.315.980 

3.  Tambahan Modal 2022 Rp   7. 946. 400 

Jumlah Modal Tahun 2022 Rp 615.262.380 

 

        

 

 



 

 
 

BAB III 

LAPORAN KEUANGAN BUMDesa AL-HIDAYAH 

 

A. Laporan Keuangan Desa 

1. Laporan Unit Simpan Pinjam 

Perguliran dan 2022    : Rp 2.309.500.000 

Pemanfaat yang sudah lunas   : 125 Orang 

Pemanfaat aktif     : 142 Orang 

Pemanfaat yang menunggak   : 100 Orang 

Jumlah tunggakan 2022    : Rp 437.668.667 

2. Laporan Unit Perkebunan Kelapa Sawit 

Perkebunan kelapa sawit luas 1 Hektare 

Ukuran 50 X 250 M 

Tahun 2022 menghasilkan 14.039 Kg 

3. Laporan Unit Wi-Fi 

 

BAB IV 

PEMBAGIAN LABA RUGI USAHA 

Laba Rugi Unit BUMDesa Al-Hidayah Tahun Buku 2022 dengan Rincian Sbb : 

Unit Simpan Pinjam Rp   8.343.000 

Unit Perkebunan Kelapa Sawit Rp 12.145.000 

Unit Wi-Fi Rp   6.000.000 

Total Sisa Hasil Usaha Rp 26.488.000 

 

 

 



 

 
 

 

 

Pembagian SHU BUMDesa Tahun Buku 2022 dapat dilihat pada Pembagian di 

bawah ini:  

 

NO URAIAN PERSENTASE JUMLAH 

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) 30% Rp   7.946.400 

2. Cadangan Modal 30% Rp   7.946.400 

3. MDPT 15% Rp   3.973.200 

4. Dana Sosial 10% Rp   2.648.800 

5. Djklat & Inventaris 5% Rp  1.324.400 

6. Bonus Pengelola 10% Rp   2.648.800 

Jumlah 100% Rp 26.488.000 

 

 

BAB V 

PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEUANGAN 

BUMDesa Al-Hidayah 

Selaku pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah diberikan 

mandat atau kepercayaan oleh anggota dalam menjalankan roda kepemimpinan pada 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Al-Hidayah Desa Sencalang Kecamatan 

Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, maka dengan ini terus berupaya melakukan 

perbaikan-perbaikan serta terobosan-terobosan yang bertujuan untuk memajukan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sencalang, sesuai tujuan program, 

sehingga dalam MDPT ini memandang perlu membuat program kerja sebagai tujuan 

pengurus BUMDesa Al-Hidayah Desa Sencalang kedepan. 

Program Kerja 

• Terus meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengurus agar terjalin 

kebersamaan dan hubungan yang harmonis. 



 

 
 

• Memberikan motivasi dan Diklat bagi pengurus BUMDesa dalam rangka 

meningkatkan SDM untuk pengembangan BUMDesa. 

• Melakukan evaluasi manajemen dan administrasi BUMDesa maupun unit-unit 

usaha BUMDesa. 

• Menjadikan BUMDesa sebagai central ekonomi di Desa Sencalang. 

• Meningkatkan jalinan kerja sama, untuk BUMDesa yang ada di Kabupaten 

Indragiri Hilir maupun di Kabupaten lain. 

• Mengembangkan unit usaha dan memaksimalkan pengelolaan unit sehingga 

unit-unit yang telah ada bias berkembang baik secara pengelolaa maupun 

manajemennya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDesa 

AL-HIDAYAH dalam menjalankan tugasnya selama satu Tahun Buku 2022. Tentunya 

pelaporan ini masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan yang dikerjakan 

oleh pengelola BUMDesa AL-HIDAYAH dalam menjalankan kegiatan usaha dan 

penataan managemen. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun guna 

meningkatkan kapasitas pelayanan dan pengembangan usaha sangat kami harapkan. 

Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini dibuat, agar menjadi periksa 

dan dapat diperguanakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

     Sencalang, 23 Oktober  2023 

Mengetahui, 

Direktur BUMDes AL-HIDAYAH 

 

 

 

SIGIT PRIO AGUNG LAKSONO, 

SE 

Sekertaris 

BUMDes AL-HIDAYAH 

 

 

 

    MOHD SAHIB PADILLA, S.Sos 

 

 

Menyetujui, 

Komisaris BUMDes AL-HIDAYAH 

 

 

 

MUH. RAMLI 

 

 



 

 
 

Neraca 

Unit Simpan Pinjam 

31 Desember 2022 
 Uraian  

2020 2021 
2022 

1 AKTIVA   
  

  

11 Kas Rp 
4.511.468 42.384.928 

26.119.978 

12 Bank  Rp 
0 0 

0 

13 Piutang  Rp 
527.775.400 479.933.400 

466.384.600 

14 Cad. Penghapusan Piutang Rp 
0 0 

0 

15 Sewa dibayar dimuka Rp 
0 0 

0 

16 Amortisasi  Rp 
0 0 

0 

17 Inventaris  
90.433.000 90.433.000 

90.433.000 

18 Ak. Penyusutan Rp 
-9.609.160 -9.609.160 

-9.609.160 

Jumlah AKTIVA Rp 
613.110.708 603.142.168 

573.328.418 

   
  

 
PASSIVA 

2 HUTANG   
  

  

21 Hutang Pihak Lain  Rp 
0 0 

0 

22 Hutang DUD/K Rp 
598.193.783 598.193.783 

598.193.783 

23 Hutang Bunga DUD/K Rp 
0 0 

0 

24 Titipan Rp 
0 0 

0 

25 Laba Anggota YBD Rp 
-7.261.748 -27.092.685 

-27.092.685 

26 Tab. Tanggung Renteng Rp 
0 0 

0 

3 MODAL   
  

  

31 Bantuan/Akuisisi Rp 
0 0 

0 

32 Asuransi Rp 
0 0 

0 

33 Modal dari Laba  Rp 
40.552.667 22.178.673 

22.178.673 

34 Akum.  laba sd bln berjalan UED Rp 
-18.373.994 9.862.397 

-22.651.353 

      

  JUMLAH PASSIVA Rp 
613.110.708 603.142.168 

570.628.418 

 

 

 
  

-2.700.000 

Diketahui Oleh 

 

MARIA ULFA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Laporan Laba Rugi 

Unit Simpan Pinjam 

31 Desember 2022 

 Uraian  
2020 2021 

2022 

4 PENDAPATAN   
  

  

41 Jasa Pinjaman  Rp 
8.445.000 25.077.000 

41.772.000 

42 Bunga Bank  Rp 
0 0 

0 

43 Denda Rp 
0 0 

0 

44 Provisi/pendapatan lain-lain Rp 
0 0 

0 

TOTAL PENDAPATAN Rp 
8.445.000 25.077.000 

41.772.000 

          

5 BIAYA   
  

  

51 Insentif Pengelola Rp 
25.916.994 14.364.000 

20.712.603 

52 Adm dan Umum Rp 
587.000 0 

112.000 

53 Transport Rp 
0 0 

1.550.000 

54 Sewa Kantor Rp 
0 0 

0 

55 

Amortisasi sewa dibayar 

dimuka Rp 

0 0 

0 

56 Penyusutan Rp 
0 0 

0 

57 Bunga Hutang DUD/K Rp 
0 0 

0 

58 Lain-lain Rp 
315.000 850.000 

42.048.750 

59 

Cadangan Penghapusan 

Piutang Rp 

0 0 

0 

510 Adm dan Pajak Bank  Rp 
0 0 

0 

Total Biaya   Rp 
26.818.994 15.214.603 

64.423.353 

LABA (RUGI)  Rp 
-18.373.994 9.862.397 

-22.651.353 

 

 

Diketahui Oleh 

 

 

Maria Ulfa 



 

 
 

Neraca 

Unit Perkebunan Kelapa Sawit 

31 Desember 2022 

 Uraian  
2021 

2022 

1 AKTIVA   
 

  

110 Kas Rp 12.792.962 7.762.602 

120 Bank  Rp 0 0 

130 Piutang Unit Usaha Simpan Pinjam Rp 0 0 

140 Persediaan Barang/ Modal Unit Usaha Rp 0 0 

150 Pengalihan Asset Rp 0 0 

160 Biaya  dibayar dimuka Rp 0 0 

170 Aktiva Tetap Lainnya Rp 0 0 

  JUMLAH AKTIVA Rp 12.792.962 7.762.602 

2 HUTANG   
 

  

210 Hutang Usaha Rp 0 0 

220 Hutang Bank  Rp 0 0 

230 Hutang Bunga Bank Rp 0 0 

240 Simpanan-simpanan Rp 0 0 

250 Hutang Lain-lain Rp 0 0 

260 Pendapatan di terima dimuka Rp 0 0 

270 Biaya Yang Masih Harus Dibayar Rp 0 0 

280 Hutang Bank Jangka Panjang Rp 0 0 

  JUMLAH HUTANG  Rp 0 0 

  HUTANG JANGKA PANJANG      

280 Hutang Bank Jangka Panjang Rp 0 0 

JUMLAH HUTANG Rp 
0 

0 

3 MODAL   
0 

  

311 Modal Awal BUMDesa Rp 
0 

0 

330 Penambahan Modal Rp 
0 

0 

340 Modal Kerja Unit Usaha Rp 
0 

0 

350 Bantuan/Hibah Rp 
0 

0 

360 Modal Pihak Ketiga Rp 
0 

0 

370 Iuran Anggota Rp 
0 

0 

380 Dana Resiko Rp 0 0 

390 Akum.  laba sd bln berjalan  Rp 12.792.962 7.762.602 



 

 
 

JUMLAH MODAL   
12.792.962 

7.762.602 

 

 

Diketahui Oleh 

 

 

Maria Ulfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Laporan Laba Rugi 

Unit Perkebunan Kelapa Sawit 

    Desember 2022 

 Uraian  
2021 

2022 

4 PENDAPATAN   
 

  

420 Unit Usaha SAWIT/ PINANG Rp 
27.836.270 

22.536.503 

470 Bunga Bank Rp 
0 

0 

480 Denda Rp 
0 

0 

TOTAL PENDAPATAN Rp 
27.836.270 

22.536.503 

         

5 BIAYA OPERASIONAL   
 

  

510 Insentive-Insentive Rp 
11.449.508 

9.014.601 

520 Jasa-Jasa Rp 
0 

0 

530 Administrasi Rp 
3.593.800 

5.759.300 

540 

Makan Minum/ Biaya Lain-

lain Rp 

0 

0 

550 Transportasi Rp 0 0 

560 Biaya Sewa Rp 0 0 

570 Penyusutan Inventaris Rp 0 0 

580 Adm dan Pajak Bank Rp 0 0 

6 BIAYA LAIN-LAIN   
 

  

610 Dana Sosial Rp 0 0 

620 Pendapatan ke BUMDesa Rp 0 0 

JUMLAH BEBAN USAHA Rp 
15.043.308 

14.773.901 

LABA (RUGI)  Rp 
12.792.962 

7.762.602 

 

 

Diketahui Oleh 

 

 

Maria Ulfa 
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